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ABSTRAK

ANALISI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PANGKALAN MASYHUR
KECAMATAN MEDAN JOHOR

Teuku Muhamma Fahmi Azmi
NPM 1905170206
Program Studi Akuntansi

Email; cemexify@gmail.com

Pajak Bumi Bangunan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Susuai dengan peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 jenis pajak baru yang
dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi Bangunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menaganalisis kesadaran wajib pajak
dalam penerimaan PBB Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor
yang tidak pernah mencapai target. Pembayaran PBB pada Kelurahan Pangkalan
Masyhur Kecamatan Medan Johor tidak pernah mencapai target yang telah
ditetapkan pada tahun 2018-2022. Realisasi pembayaran PBB hanya memiliki rata-
rata 39.50%. Pembayaran PBB sendiri memili peranan dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab realisasi tidak
mencapai target adalah seperti penyampain SPPT yang kurang baik, adanya faktor
ekonomi yang menyebabkan susahnya masyarakat membayar Pajak Bumi dan
Bangunan.

Kata Kunci : Kesadaran, Penerimaan PBB
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ABSTRACT

ANALYSIS OF TAXPAYER AWARENESS IN LAND AND BUILDING TAX
RECEIPT IN PANGKALAN MASYHUR DISTRICT, MEDAN JOHOR
DISTRICT

Teuku Muhammad Fahmi Azmi
NPM 1905170206
Email; cemexify@gmail.com

Land and Building Tax is a tax on land or buildings owned, controlled
and/or utilized by individuals or entities, except for areas used for plantation,
forestry and mining business activities. In accordance with the regulations of Law
no. 28 of 2009, a new type of tax levied by regions is Land and Building Tax.

The aim of this research is to analyze taxpayer awareness regarding PBB
revenue in Pangkalan Masyhur Village, Medan Johor District, which has never
reached the target. PBB payments to Pangkalan Masyhur Subdistrict, Medan Johor
District have never reached the target set for 2018-2022. Realization of PBB
payments only has an average of 39.50%. PBB payments themselves play a role in
increasing local revenue. The factors that cause the realization not to reach the target
are poor delivery of SPPT, economic factors that make it difficult for people to pay
land and building tax.

Keywords : Awareness, Building Land Tax Payments
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memberikan Rahmat dan KaruniaNya tiada tara kepada kita semua terutama kepada
penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW,
sehingga penulis dapat pmenyelesaikan Skripsi dengan judul “ANALISIS
KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PENGAKALAN MASYHUR

KECAMATAN MEDAN JOHOR”
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling
berpotensial bagi pemerintah dalam rangka kelangsungan pembangunan negara
Indonesia sebab  penerimaan pajak meninggi bersamaan dengan
meningkatnyaperekonomian serta taraf hidup suatu bangsa. Pembayaran pajak
merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran Wajib Pajak
secara langsung danbersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk
pembiayaan negara danpembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang
perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi
merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk

peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

yaitu: (i) Pajak Pusat; dan (ii) Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka
10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN
2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dapat tidak dipungut apabila
potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya



disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional
sebagai bagian dari perbaikan sosial. Pajak saat ini memainkan peran yang
sangat penting dalam penerimaan anggaran negara. Pajak adalah sumber
kontribusi yang pasti bagi negara. Dalam kaitan ini, pentingnya pengelolaan
keuangan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Ada berbagai macam
jenis pajak yang berlaku untuk masyarakat, salah satunya adalah Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB).

Pemungutan pajak merupakan suatu yang dilakukan pemerintah
sebagai kontribusi dari masyrakat sebagai bentuk kecintaan dan pengabdian
dari masyarakat yang nantinya hasil dari peran masyarakat dalam pemenuhan
kewajibannya ini yang akan sangat diperlukan untuk membiayai pembiayaan
dan pembangunan negara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada dasarnya
diatur dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia, yaotu: Undang-Undang
No.12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) No.12
Tahin 1985 terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mengatur semua
tentang pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dan Undang-

Undang (UU) No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Rertribusi Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor yang

menghasilkan penerimaan anggaran yang cukup potensial bagi APBN.



Letak Pajak Bumi dan Bangunan yang strategis tidak lain adalah karena
objek pajaknya meliputi semua tanah dan bangunan yang berada dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Pajak Bumi dan
Bangunan dipandang sebagai sumber pembiayaan yang berpotensial bagi
anggaran negara, namun pada praktiknya pemungutan pajak masih sulit
dilaksanakan bagi negara. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan

wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu ditingkatkan.
Denganadanya perbaikan tersebut diharapkan wajib pajak lebih termotovasi
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh karena
yakin akan ada sanksi yang berat bagi tindakan melawan hukun dalam upaya

penyelundupan pajak.

Dalam melaksanakan pembangunan wilayah, pajak yang terdapat di
wilayah ataupun pajak wilayah ini jadi salah satu sumber Pemasukan Asli
Wilayah(PAD). Berikutnya bersumber pada Peraturan Wilayah Kota Medan
Nomor. 12 Tahun 2003 Tentang Pajak Wilayah. Pajak Wilayah ini bertabiat
memforsir, sebabperihal tersebut ialah suatu partisipasi wajib pajak kepada
pemerintah wilayah serta dipergunakan buat keberlangsungan serta
kepentingan wilayah pula. Setelah itu bersumber pada Perwal Kota Medan
Nomor. 4 Tahun 2020 tentang Klasifikasi danBesarnya Nilai Jual Objek
Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi DanBangunan Perkotaan Di
Kota Medan guna kelancaran penerapan pemungutan Pajak Bumi serta
Bangunan. Dengan demikian, sistem pemungutan pajak di Indonesia itu

sendiri memakai self assessment system yang mewajibkan harus pajak aktif



mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan benar serta juhur, sampai

membayar pajak terutang.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk
kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu
keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

pelaksanaan hak perpajakannya.

Namun Dalan Kenyataannya negara sering kesulitan memugut pajak,
termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak harus memahami proses
dan sistem Pajak Bumi dan Bangunan sehingga wajib pajak menyadari
tanggung jawabnya dan menghindari hambatan pajak yang menyebabkan
kurangnya kesadaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, terutama di
daerah-daerah yang kurang diperhatikan oleh wajib pajak. Permasalahan
yang sering terjadi penyelundupan dan pengelapan pajak yang pada
akhirnya berujung pada penurunan penerimaan pajak pemerintah akibat
rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak merasa tenang karena tidak
adanya sanksi jika mereka tidak membayar. Hal ini yang membuat wajib

pajak tidak patuh membayarkan pajaknya.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi
negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak
patuh makan akan menimbulkan kainginan untuk melakukan tindakan
penghindaran, pengelakan,penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada
akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara

akan berkurang (Kurnia, 2010).



Tabel 1.1 Target dan Realisasi PBB

MLAH
KELURAHAN TAHUN JUWP TARGET REALISASI (%)
2018 9.142 | 8.229.113.315 |3.790.659.199 | 46.06%
2019 9.203 | 9.897.232.463 | 4373.982.421 | 44,19%
PANGKALAN 504 0.391 | 11.314.131.168 | 759317467 | 6,71%
MASYHUR
2021 0575 | 11.088.483.949 | 5950 267.914 | 47,35%
2022 9.736 | 13.352.608.394 | 7 101.602.234 | 53,19%

sumber : Kantor Camat Medan Johor

Berdasarkan laporan APBN 2022 pada 03 Januari 2023,
menjelaskan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi
Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh
30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga
serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi. Dari total realisasi
pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai
Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres N0.98 Tahun 2022 sebesar
Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8
triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan

pajak dan kepabeanan dan cukai (Kementrian Keuangan Republik

Indonesia, 2023).

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai

dengan 2022 realisasi PBB di Kota Medan khususnya di wilayah Kelurahan




Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor tidak pernah mencapai 100%,
dan persentase tertingi hanya mencapai 53,19% di tahun 2022. Dengan tidak
tercapainya realisasi pajak bumi dan bangunan maka hal ini merupakan
salah satu penyumbang tidak tercapainya pajak daerah. Ini menunjukkan
kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh badan pengelola pajak
dan retribusi daerah kota medan. Pengawasan tidak dilakukan dengan baik

sehingga dapat mengakibatkan penurunan pendapatan pajak.

Ada pula alasan lain mengapa WP tidak membayar PBB karena
kurangnya informasi dan sosialisasi tentang cara pembayaran PBB. Pola
sosialisasi pemerintahyang tidak melibatkan wajib PBB secara langsung
mengakibatkan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk
membayar PBB. Wajib PBBsesungguhnya juga butuh adanya sosialisasi

atau penyuluhan dari pemerintah(Umar & Kasmawati, 2023)

Pemerintah Kota Medan dapat membuat sejumlah peraturan dan
kebijaksanaan terkait dengan pelaksanaan pemungutan PBB ini, apalagi
dengan ditetapkannya Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah maka
seharusnya Pemerintah Kota Medan dapat memaksimalkan penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik
menganalisis kepatuhan wajib pajak atas pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul
“ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PENERIMAAN
PAJAK BUMIDAN BANGUNAN DI KELURAHAN PENGAKALAN

MASYHUR KECAMATAN MEDAN JOHOR”.



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka disusunlah
identifikasimasalah, yaitu :
1. Kurangnya kesadaran mayarakat akan pentingnya pembayaran PBB
dapat dilihat melalui data yang ada
2. Keterbatasan informasi yang diterima masyarakat atau wajib pajak

3. Kurang sistem pengawasan yang efektif dari pihak pemerintah
1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakamg masalah diatas disusunlah
rumusan masalah, yaitu :
1. Apa yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak?
2. Bagaimana cara menanggulangi masalah kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak?
1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas disusunlah tujuan penelitian
sebagai berikut:
1. Untuk mengidentifikasi factor-faktor penyebab Wajib Pajak tidak
membayar PBB
2. Untuk menanggulangi dan menganalisis tingkat kesadaran Wajib

Pajak dalam pembayaran PBB
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LANDASAN TEORITIS

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak berdasarkan undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 TentangKetentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak
adalah kontribusi wajib kepadanegara yang terutang oleh orang peribadi
atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsungdan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara
(Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan
dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan
prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya
digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan (Hafsah, 2022).

Pengertian pajak menurut para ahli :
1) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH , Pengertian pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada digunakan untuk
membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian

dikoreksi yang berbunyi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari



2)

3)

4)

pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran
rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang
merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
Rifhi Siddig, Pengertian pajak adalah iuran yang dipaksakan
pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib
pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib
pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.
Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R,
Pengertian pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor
swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum,
namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang
langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat
melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan
pemerintahan.

Pengertian pajak menurut P. J. A. Andriani, Pengertian pajak
adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan
tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dpat ditunjuk
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum  berhubung tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintah.
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2.1.2 Jenis Pajak

Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh

lembagapemungut pajak juga sifatnya. Jenis pajak berdasarkan lembaga

pemungutnya, terbagi menjadi dua:

1.

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah

pusat.

Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jendral

Pusat(DJP) — Kementrian Keuangan. Pajak pusat meliputi:

1)
2)
3)
4)

5)

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Bea Materai

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak daerah adalah merupakan salah satu sumber penerimaan di

Dinas Pendapatan Sumatera Utara oleh karena itu memerlukan

suatu anggaran atau rencana penerimaan dari pajak daerah (Zulia

Hanum, 2010). Pajak daerah meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan

Pajak Rokok

Pajak Hotel

Pajak Restoran
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8) Pajak Hiburan

9) Pajak Reklame

10) Pajak Penerangan Jalan

11) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
12) Pajak Parkir

13) Pajak Air Tanah

14) Pajak Sarang Burung Walet

15) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

16) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Sementara itu berdasarkan sifatnya, jenis pajak dibagi menjadi dua

bagian,yakni:

1. Pajak Langsung
Pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik
peroranganmaupun badan usaha.
Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan

2. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang diberikan oleh wajib pajak apabila melakukan
peristiwa atauperbuatan tertentu.

Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang
harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan

keuntungan dankedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan.
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Karena Pajak Bumi danBangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran

objek bumi atau bangunan yangada.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kelanjutan dan
penggantian nama dari Ipeda (luran Pembangunan Daerah) yang ditetapkan
berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak negara yang
sebagian besar penerimaannya adalah pendapatan daerah yang
dipergunakan untukpenyediaan fasilitas serta dinikmati oleh Pemerintah
Pusat dan juga Daerah (Abut,2010). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan
salah satu aspek pendapatan untuk negara yang cukup potensial terhadap
pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumidan Bangunan objek pajaknya
meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang
sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya,
pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah, 2015).

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial
ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak

atasnya atau memperoleh manfaat darinya (Jati, 2016).
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Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan untuk

kepentingan masyarakat daerah yang diduduki (Hidayanti, 2011).

Dari peranan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap orang
atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan

memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Namun sebagimana telah dirubah dengan UU No. 28/2009 tentang
pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, Pajak Bumi dan Bangunan kini
merupakan Pajak Daerah yang 100% penerimaannya akan diterima oleh
Daerah yang bersangkutan. Dimana selama ini PBB merupakan pajak pusat,
namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB
sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan
PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan
pajak pusat. Dengan dijadikannyaPBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi
pajak daerah, maka penerimaan jenis pajakini akan diperhitungkan sebagai
pendapatan asli daerah.

2.2.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

1. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan
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bumi dan tubuh bumi yang adadibawahnya. Pengertian permukaan
bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah
Indonesia. Termasuk dalam pengertian bangunanadalah:

a) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks
bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang
merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan
tersebut.

b) Jalan tol

¢) Kolam renang

d) Pagar mewah

e) Tempat olahraga

f) Galangan kapal, dermaga

g) Taman mewah

h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa
minyak dan

i) Menara

2.2.2 Bukan Termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Setelah mengetahui apa saja yang menjadi objek dari Pajak Bumi
dan Bangunan, tidak setiap tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi
objek dalamPajak Bumi dan Bangunan (PBB), ada beberapa juga yang
tidak termasuk dalamobjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu dapat

dikelompokkan berdasarkanpenggunaannya:
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1. Dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh
keuntungan di bindang:
(a) Sosial
(b) Ibadah
(c) Kesehatan
(d) Kebudayaan
(e) Pendidikan
(F) Sejarah
2. Dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna:
(a) Hutan suaka alam

(b) Hutan lindung

(c) Taman nasional
3. Dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional:
(a) Konsulat

(b) Kedutaan

2.2.3 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada dasarnya diatur dalam
beberapa Undang-Undang di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 1985 terkait Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang mengatur semua tentang pungutan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Undang-Undang (UU) No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan

Retribusi Daerah yang menjelaskan:
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a) Bahwa pemerintah kabupaten atau kota memiliki wewenang
dalam melakukan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) di sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).
b) Bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap
sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB-P3)
2.2.4 Dasar Pengenaan atas Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Sebagai dasar pengenaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dapat disebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dihitung
berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan
transaksi jual beli. Dasar pengenaan pungutan ini ditetapkan oleh Menteri

Keuangan (Menkeu).

Namun, setiap daerah memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
yang berbeda-beda dikarenakan adanya penetapan untuk objek bumi dan

bangunan, yaitu:

1. Bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut
2. Letak

3. Rekayasa

4. Kondisi lingkungan

5. Pemanfaatan

6. Peruntukan

2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan PBB
Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan Pajak Bumi dan

Bangunanadalah sebagai berikut:
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a) Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tarif tunggal
sebesar 0,5% yang berlaku sejak Undang-Undang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 1985 sampai dengan sekarang. Rumus
perhitungan Pajak PBB ialah: PBB dengan tarif 0,5% x Nilai Jual
Kena Pajak (NJKP) Rumus NJKP ialah 40% x (Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP)-NJOPTKP).

b) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Besarnya Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan serendahnya 20%
dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya
persentasetersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan
memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pereturan Pemerintah
No.25 Tahun 2022 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena
Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan mengatur

besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai berikut:

1. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak atau AV adalah
40% dari Nilai Jual Objek Pajak untuk objek pajak
perkebunan, objek pajak kehutanan dan objek lainnya yang
Nilai Jual Objek Pajaknya sama atau lebih besar dari
Rp1.000.000.000.

2. Besarnya persentase Nilai Jual Objek Pajak atau AV adalah
20% dari Nilai Jual Objek Pajak untuk Objek pajak
pertambangan dan objek pajak lainnya yang Nilai Jual Objek

Pajaknya kurang dariRp1.000.000.000.
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c) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
NJOP adalah nilai yang ditetapkan negara sebagai dasar pengenaan
pajak bagi Pajak Bumi Bangunan (PBB). Nilai Jual Objek Pajak
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis atau nilai perolehan batu atau Nilai Jual Objek Pajak
Pengganti. Kementrian keuangan menetapakn pembayaran Nilai
Jual Objek Pajak setiap 3 tahun sekali.

d) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.03/2011
tetangPenyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena
Pajak bahwa Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
adalah batas Nilai Jual Objek Pajak yang tidak kena pajak yang
ditetapkan untuk setiap wajib pajak paling tinggi sebesar
Rp24.000.000.000.

Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan dihitung dengan rumus:

PBB = tarif pajak x NJKP
=0,5% x [persentase NJKP (NJOP x NJOPTKP)]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah N0.25 Tahun 2002 tentang

PenetapanBesarnya NJKP untuk Perhitungan PBB, besarnya Nilai Jual

Kena Pajak sebagaidasar perhitungan pajak terutang.
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2.2.7 Sanksi Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

Apabilawajib pajak PBB tidak melunasi pembaran Pajak Bumi dan
Bangunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka wajib
pajak dikenakan denda administrasi sebesar 2% perbulan dan maksimal
selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi 48%. Media
pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah
ditetapkan adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari
setelah STP terbit dan belum wajib pajak belum melakukan pembayaran,
maka dapat diterbitkan Surat Paksa(SP) sesuai dengan Pasa 13 Undang-

Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak
telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan
yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi
kewajiban pajaknya. (Erly Suandy, 2011) pengertian kesadaran wajib pajak
artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban
perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan
melaporkan jumlah pajak terutangnya. Kepatuhan perpajakan adalah
tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan

perpajakan yang berlaku di suatu negara (Syamsul Bahri, 2020).

Kesadaran wajib pajak sebagai keadaan dimana seseorang

mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung,membayar,
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dan melapor pajak serta mentaati hak dan kewajiban perpajakannya.

(Mardiasmo, 2013)

Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi
penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dikatakan patuh
apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak
perpajakan dengan baik (Dahrani et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh Kesadaran wajib pajak.
Kesadaran perpajakan artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan
kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar,
dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Ketika wajib pajak sudah
memiliki kesadaran tersebut maka, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak
semakin meningkat. Kemudian pendapatan negara dari sektor pajak

meningkat serta perencanaan yang di lakukan dapat terealisasi.

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan
cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.
Wajib pajak cenderung tidak patuh ketika tidak memahami peraturan

perpajakan (Fitriani Saragih, 2020).

Dalam (Devano & Rahayu, 2006), mengemukakan kepatuhan dan
kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi

sebagai berikut:

1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Berdasarkan Kepetusan Menteri Keuangan Nomor
544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak

patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua
jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di
bidangperpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

4. Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang ketentuan
umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) dan dalam hal terhadap
wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan
yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak
5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit
oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau

pendapat dengan pengecualian.

Kesadaran wajib pajak adalah masalah penting, karena jika wajib

pajak tidak sadar atau patuh maka akan menmbulkan keinginan untuk
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melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelarian pajak.
2.4  Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai bahan

perbandingan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Nama Tahun Judul Penelitian Hasil
1. Yuwita 2020 | Analisis Faktor- | Sosialisasi
Ariessa Faktor yang | perpajakan,
Pravasanti Mempengaruhi pemahaman
Kepatuhan ~ Wajib | prosedur
Pajak dalam | perpajakan,

Membayar Pajak | kesadaran  wajib
Bumi dan Bangunan | pajak dan sanksi
pajak berpengaruh
secara  simultan

terhadap

kepatuhan  wajib
pajak dalam

membayar PBB.
2. Fita Analisis  Pengaruh | Pelayanan fiskus
Fitrianingsi Pengetahuan, secara parsial dan
h. Perpajakan, sanksi denda
Pelayanan  Fiskus | secara parsial

dan Sanksi Denda | berpengaruh

Terhadap Kepatuhan | positif ~ terhadap
Wajib Pajak dalam | kepatuhan  wajib
Membayar Pajak pajak. Sedangkan

2018

Bumi dan | pengetahuan
Bangunan perpajakan secara
parsial tidak

berpengaruh




terhadap
kepatuhan
pajak.

wajib

Siti Salmah | 2018 | Pengaruh Pengetahuan wajib
Pengetahuan dan | pajak dan
Kesadaran ~ Wajib | kesadaran  wajib
Pajak Terhadap | pajak terhadap
Kepatuhan ~ Wajib | kepatuhan  wajib
Pajak dalam | pajak dalam
Membeyar Pajak | membayar Pajak
Bumi dan Bangunan | Bumi dan
(PBB). Bangunan

berpengaruh
positif dan
signifikan.  Ada
juga pengaruh
antara
pengetahuan wajib
pajak dan
kesadaran  wajib
pajak secara
simultan  dalam
membayar
PajakBumi  dan
Bangunan.

M. Hasan | 2020 | Faktor-Faktor Yang | Kesadaran wajib

Ma’ruf. Berpengaruh pajak tentang
Terhadap Kepatuhan | perpajakan, sanksi
Wajib Pajak Dalam | perpajakan,
Membayar Pajak | pemahaman
Bumi dan Bangunan | perpajakan  serta
Perdesaan dan | kualitas pelayanan
Perkotaan di Kota | berpengaruh
Pasuruan. signifikan

terhadap
kepatuhan  wajib

pajak dalam
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membayar Pajak

Bumi dan

Bangunan.

Adinda 2018 | Analisis Faktor- | Kesadaran
Dessy. Faktor Yang | perpajakan, sanksi
Mempengaruhi perpajakan  dan
Kepatuhan ~ Wajib | norma sosial

Pajak dalam | berpengaruh
Melak | positif dan

ukan  Pembayaran | signifikan

Pajak Bumi dan | terhadap
Bangunan. kepatuhan  wajib
pakal dalam

melakukan
pembayaran Pajak
Bumi dan

Bangunan.

Sementara

Pendapatan Wajib
Pajak

menunjukkan hasil
negatif dan tidak

signifikan
terhadap
kepatuhan  wajib
pajak dalam
melakukan
pembayaran Pajak
Bumi dan

Bangunan.
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2.5 Kerangka Berfikir

Seperti yang sudah ditampilkan pada table 1.1 Persentase kesadaran
wajib pajak PBB di Kelurahan Pangkalan Masyhur bahwa hanya di tahun
2022 yang menyentuh angka 50%.

Dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak taat
dalam pembayaran PBB di Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan
Medan Johor. Dari penjelasan diatas pennulis membuat kerangka berfikir

sebagai berikut:

Kelurahan Pangkalan Mansyur
Kecamatan Medan Johor

\4

[ Kesadaran Wajib Pajak ]

v

[ Penerimaan Pajak Bumi J

dan Bangunan

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Kelurahan pangkalan masyhur mempengaruhi penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan melalui kesadaran wajib pajak. Yang dimana untuk
meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan disuatu wilayah harus
meningkatkan kesadaran wajib pajaknya. Di Kelurahan Pangkalan Masyhur
Kecamatan Medan Johor memiliki kesadaran wajib pajak yang cukup

rendah dan masih jauh dari target yang ditentukan oleh pemerintah.
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METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif,
metodeanalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data
yang telah terkumpul sehingga dapat menyimpulkan mengenai Analisis
Kesadaram dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan.
3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1. Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib
pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan
perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tingi Tingkat
kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan
kewajiban perpajak semalkin baik sehingga dapat meningkatkan
kepatuhan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan wajib atas
kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan
maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan

yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari
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tanah dan bangunan tersebut.
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Pangkalan Masyhur
Kecamatan Medan Johor mulai dari Juni 2023 sampai dengan September

2023. Adapun rincian waktu kegiatan penelitian yang dilakukan sebagai

berikut:
Tabel
Rencana Jadwal Penelitian
2023 2023 2023 2023 2023 2023

Kegiatan Juni Agustus | September | Oktober | November | Desember

11213412 |3|4|1|2|3|4|1|2|3|4|1|2|3|4
Penelitian
Pendahuluan
(Prariset)

Penyusunan Proposal

Bimbingan Proposal

Seminar Proposal

Penyempurnaan
Proposal

Penyusunan SKripsi

Pembimbingan
SKripsi

Sidang Meja Hijau

Penyempurnaan
Skripsi dan Penulisan
Jurnal
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3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, karena data yang
diperoleh berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis

lebih lanjut kedalam analisis data.

2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan
dataadalah data sekunder, yang dimana sumber data yang diperoleh
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder
umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan histori, majalah,
artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan

tidak yang dipublikasikan.
3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Dokumen, yang
mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau
catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan,
gambar, atau karyamonumental dari seseorang. Penulis memperoleh data

dokumen dari Kantor LurahKelurahan Pangkalan Masyhur.
3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif. Metode analisis deskriptif ini adalah suatu metode analisis
dimana data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis

sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan
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perusahaan baik itu data mengenai jumlah wajib pajak dan realisasi Pajak
Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan

Perjuangan. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Data
Data dikumpulkan berdasarkan kebutuhan data yang dikumpulakan
adalah datamengenai wajib pajak PBB dan realisasi PBB.

2. Menyortir atau Menyeleksi Data

Menyortir atau menyeleksi data dilakukan untuk memilih data yang
diperlukan.

3.  Membuat Analisis
Selanjutnya menganalisis dengan membahas kepatuhan wajib pajak
dalampembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Membuat Kesimpulan
Kesimpulan dalam hasil akhir dari penelitian ini untuk mengetahui

kepatuhan wajib.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Data Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Kelurahan Pangkalan
Masyhur Kecamatan Medan Johor
Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan
Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor tidak pernah mencapai target

yang diinginkan. Walaupun setiap tahunnya target tidak pernah tercapai

tetapi pemerintah selalu menaikkan target setiap tahunnya. Realisasi

pembayaran untuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi PBB

KELURAHAN TAHUN JU':,/'V"PAH TARGET | REALISASI (%)
2018 9.142 | 8.229.113.315 |3.790.659.199 | 46,06%
2019 9.293 | 9.897.232.463 | 4373.982.421 | 44,19%
Pﬁﬂlﬁﬁﬁbﬁeh‘ 2020 9.391 | 11.314.131.168 | 759317.467 | 6,71%
2021 9.575 | 11.088.483.949 | 5 750.267.914 | 47,35%
2022 9.736 | 13.352.608.394 | 7101.602.234 | 53,19%

sumber : Kantor Camat Medan Johor

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektifitas pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan

Johor dari tahun 2018 s/d 2022 rata-rata realisasi pembayaran Pajak Bumi
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dan Bangunan sebesar 39,50% maka tingkat realisasi pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan kurang efeltif

Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan
Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor

Realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan
Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor dalam kurun waktu 5 tahun
(2018-2022) secara umum penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum
dapat mecapai target yang telah di tetapkan oleh pemerintaha Kota Medan.
Pada tahun 2018 realisai mencapai 3.790.659.199 dengan target yang
ditetapkan sebesar 8.229.113.315 dan menghasilkan persentase sebesar
46,06% dan pada tahun tahun berikutnya realisasi Pajak Bumi dan
Bangunan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan.

Pengukuran realiasasi pembayaran Pajak Bumi Bangunan untuk
menggambarkan kemampuan Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan
Medan Johor yang berhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota
Medan dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif atau cukup
efektif apabila pencapaian realisasi pembayaran yang dicapai minimal
sebesar 100%. Semakin tinggi tingkat realisasi pembayaran yang diperoleh
maka menunjukan kemampuan Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan
Medan Johor dalam pencapaian targetnya semakin baik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang dilakukan penulis dapat
dilihat bahwa perolehan rata-rata realisasi pembayaran targer Pajak Bumi

Bangunan yang dicapai yaitu sebesar 39,5% (2018-2022). Hal ini
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menunjukan bahwa tingkat realisasi pembayaran Pajak Bumi Bangunan
belum efektif dikarenakan setiap tahunnya rata-rata menurun dan tidak
pernah mencapai 100%.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Jumlah Wajib Pajak Tidak
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat disebabkan oleh
berbagai faktor. Beberapa faktor ini bisa bersifat individu, sosial atau
struktural. Salah satu faktor utama adalah ketidakmampuan finansial.
Pemilik properti mungkin mengalami kesulitan keuangan yang
menghalangi kemampuannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Faktor-faktor seperti pengangguran, pendapatan rendah atau situasi ekonimi
yang sulit bisa menjadi penyebab utama ketidakmampuan ini.

Beberapa wajib pajak mungkin tidak menganggap penting atau
kurang sadar akan kewajiban mereka untuk membayar Pajak Bumi dan
Bangunan. Mereka mungkin tidak menyadari konsekuensi hukum dan
dampak negatif yang mungkin timbul jika mereka tidak membayar.

Kurangnya kepercayaan pada pemerintah atau persepsi bahwa dana
pajak tidak digunakan secara efektif dan transparan dapat membuat
beberapa wajib pajak enggan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Salah
pencatatan atau informasi yang tidak akurat tentang properti atau kewajiban
pajak dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidakmampuan dalam
membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemilik properti mungkin menghadapi kondisi bangunan atau tanah

yang buruk atau tidak produktif. Hal ini bisa membuat mereka merasa
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bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak sebanding dengan
mamfaat yang diperoleh dari properti tersebut. Beberapa wajib pajak
mungkin kesulitan 34 mengakses informasi tentang cara pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan atau perubahan dalam peraturan perpajakan. Ini dapat
menyebabkan ketidakpastian dalam hal apa yang harus mereka lakukan.

Pemerintah daerah atau instansi terkait mungkin tidak memiliki
sistem administrasi pajak yang efisien atau transparan, sehingga
menghambat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
dengan mudah. Jika sanksi atau hukuman bagi ketidakpatuhan pajak rendah
atau tidak ditegakkan secara konsisten, wajib pajak mungkin merasa bahwa
risiko tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan lebih rendah daripada
konsekuensinya. Ketidakpercayaan pada sistem perpajakan akibat adanya
praktik korupsi atau penyalahgunaan dana pajak oleh pemerintah dapat
membuat wajib pajak merasa enggan untuk membayar.

Dari hasil penelitian penulis ada beberapa faktor yang menjadi
penyebab masyarakat Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan
Johor tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain:

A. Faktor Internal (Pemerintah)
1. Hanbatan-hambatan dalam penyampaian SPPT (sSurat Penagihan
Pajak Teruhutang).
a. Sulit untuk menemui Wajib Pajak secara langsung.
b. Alamat Wajib Pajak untuk penanggung tidak dikenal atau Wajib

Pajak sudah pindah.
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c. Kurangnya penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak tepat pada
waktunya.
d. SPPT tidak sampai sehingga hal ini membuat Wajib Pajak tidak
mengetahui kapan harus membayar pajak.
2. Kurangnya ditetapkan sanksi yang ada sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Kurangnya penyuluhan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak yang
baru sehingga Wajib Pajak tidak membayar tepat waktu

B. Faktor Eksternal (Masyarakat)

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketentuan tarif

pajak dalam membayar pajaknya.

2. Faktor Ekonomi, terjadinya krisis moneter di negara Kita yang
berkepanjangan menyebabkan seluruh harga kebutuhan pokok
meningkat tajam. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak memilih dan
mementingkan kebutuhan sehari-harinya dari pada mengeluarkan

uang untuk membayar pajak.

3. Adanya sifat malas dari masyarakat dalam mebayar pajak
sehingga mereka menyimpulkan tidak adanya waktu yang

ditentukan untuk membayar pajak.

4.2 Pembahasan
4.2.1 Penyebab Wajib Pajak Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kelurahan

Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor ada beberapa faktor yang
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dapat mempengaruhi ralisasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak mecapai

target. Diantaranya adalah:

1.

Meningkatnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dimilik karena letak
objek pajak yang strategis untuk Pembangunan rumah, ruko atau
perumahan menyebabkan meningkatnya jumlah pajak yang harus
dibayar, sehingga terjadi peningkatan dalam penetapan target penerima
Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah daerah. Namun, hal ini
belum diiringi dengan usaha-usaha yang lebih giat dari apparat
Kecmatan atau Kelurahan dalam pencapaian target tersebut.
Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang sebelumnya bukan
merupakan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan tentang adanya
kewajiban membayar pajak bagi objek Pajak Bumi dan Bangunan yang
dimilikinya.

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan
Bangunan serta kurang mengetahui konsekuensinya.

Penagihan pajak kurang efektif kepada Wajib Pajak secara perorangan.
Adanya Wajib Pajak yang tidak melaporkan kembali Objek Pajak dan
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan setelah mengalami perubahan.
Kurangnya pendapatan atau pemutakhiran data oleh apparat Kelurahan
tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat.

Adanya Wajib Pajak yang berdomisili diluar wilayah Kelurahan
Pangkalan Masyhur sehingga apparat Kelurahan sulit dalam

menyampaikan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan.
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Walaupun sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban
sebagai warga negara terutama kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan
Bangunan, namun masi belum melakukan pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan.

Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui manfaat
atau fungsi dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan khususnya pada
masyarakat menengah kebawah. Kurangnya pengetahuan masyarakat serta
minat dari masyarakat itu sendiri untuk mengenal pajak, serta kurang
kencarnya pihak fiskus dalam menginformasikan masalah pajak kepada
masyarakat khususnya bagi masyarakat dari kalangan menengah kebawah
menjadi beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat belum membayar

Pajak Bumi dan Bangunan.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dalam Melakukan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan adala tujuan penting untuk mendukung
pendapatan negara dan pemerintah daerah. Ada beberapa upaya yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan
pembayaran PBB, yaitu:
1. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi kepada wajib pajak tentang betapa
pentingnya melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan
bermanfaat positif bagi kelangsungan Pembangunan infrastruktur dan

layanan publik yang nanti nya akan digunakan oleh masyarakat itu juga.
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. Mengirimkan pemberitahuan pajak secara tepat waktu dan jelas kepada
wajib pajak. Pemberitahuan yang mudah dipahami akan membantu wajib
pajak dalam memahami kewajiban mereka dan tenggat waktu
pembayaran.

. Memanfaatkan teknologi sebagai informasi, seperti SMS, Email dan
aplikasi seluler untuk mengingatkan wajib pajak tentang jatuh tempo
pembayaran pajak. Selain itu, platform daring yang memungkinkan
wajib pajak untuk melihat dan membayar pajak secara online dapat
meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas.

. Membangun sistem pemantauan yang efektif untuk mengidentifikasi
wajib pajak yang tidak patuh dan mengambil tindakan penindakan yang
tegas terhadap pelanggaran pajak. Ini bisa meliputi sanksi administratif
dan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

. Menyediakan fasilitas pembayaran pajak yang mudah diakses oleh wajib
pajak.

. Memberikan isentif kepada wajib pajak yang patuh, seperti potongan
pajak atau pengurangan denda atas pembayaran tepat waktu.

. Memastikan transparansi dalam penggunaan dana pajak dan memberikan
informasi kepada wajib pajak tentang bagaimana pajak yang meraka
bayarkan digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik.

. Bekerja sama dengan lembaga keuangan dan penyedia jasa pembayaran
untuk mempermudah pembayaran pajak melalui berbagai saluran yang

sudah ada.
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Dengan menggabungkan berbagai strategi ini, pemerintah dapat
berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pakak dalam melakukan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang pada gilirannya akan
berdampak positif pada pendapatan negara dan pemerintah daerah serta

pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Dampak dari Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan

Kepatuhan wajib pajak merupakan prilaku yang didasarkan pada
kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi dan menjalankan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan undang-undang
perpajakan yang berlaku, dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan artinya
wajib pajak patuh untuk melaporkan perubahan atau pergantian rincian
objek tanah maupun bangunan dan membayar pajak terutang.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas nilai
properti atau tanah dan bangunan yang dimiliki oleh warga negara atau
badan hukum di suatu wilayah. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan memiliki dampak yang signifikan pada
perekonomian lokal dan keuangan pemerintah daerah. Berikut beberapa
dampak dari kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan :

1. Kesadaran atas patuhnya membayar Pajak Bumi dan Banguan
memiliki dampak penting di berbagai aspek, termasuk perekonomian,

pembangunan publik dan penyediaan layanan masyarakat.
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. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber pendapatan penting
bagi pemerintah daerah dan pusat.

Kepatuhan wajib pajak memastikan bahwa pemerintah memiliki dana
yang cukup untuk menjalankan berbagai macam program dan proyek
pembangunan serta memberikan layanan dasar kepada masyarakat.
Dengan adanya dana yang cukup dari Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik
yang diberikan kepada masyarakat. Ini dapat mencakup peningkatan
fasilitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar.

. Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat dialokasikan untuk
pengembangan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang
diperlukan oleh masyarakat. Ini termasuk perbaikan jalan, saluran air,
fasilitas kesehatan, sekolah dan proyek-proyek lain yang
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

. Pajak Bumi dan Bangunan dapat mendorong pengawasan yang lebih
baik terhadap penggunaan lahan dan properti. Pemilik properti yang
sadar akan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan akan cenderung
menjaga properti meraka dan menggunakan mereka sesuai dengan
peraturan dan peruntukan yang berlaku.

. Pendapatan yang stabil dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat
membantu pemerintah daerah mengelola anggaran mereka dengan
lebih baik. Hal ini membantu mengurangi risiko defisit anggaran dan
ketergantungan pada sumber pendapatan lain yang mungkin tidak

seberlanjut Pajak Bumi dan Bangunan.



40

7. Dengan memiliki pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan dari
Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah daerah dapat menciptakan
lingkungan yang lebih menarik bagi investasi lokal. Infrastruktur yang
baik dan layanan publik yang memadai dapat mendotong petumbuhan
ekonomi dan peluang bisnis di wilayah tersebut.

8. Pajak Bumi dan Bangunan yang tinggi atau diterapkan secara adil
dapat mengurangi spekulasi tanah. Jika pemilik tanah harus
membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang signifikan, mereka
mungkin akan lebih cenderung menggunakan tanah mereka dengan
tujuan produktif daripada hanya menahan tanah untuk kepentingan
spekulatif.

9. Pajak Bumi dan Bangunan juga berfungsi sebagai alat redistribusi
kekayaan. Pajak ini dapat memberikan beban yang lebih adil pada
pemilik properti berdasarkan nilai properti mereka. Ini membantu

mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan pajak.

Kesimpulannya, apabila wajib pajak sadar akan pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan serta patuh dalam mebayar Pajak Bumi dan Bangunan
akan berdampak positif yang signifikan pada ekonomi local dan keuangan
pemerintahdaerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk
memiliki system administrasi pajak yang efektif, serta melakukan Upaya
edukasi dan menegakkan hukum yang tepat guna meningkatkanb tingkat

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
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BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan
Setelah melakukan analisis terhadap realiasi pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) Tahun 2018 s/d 2022 Kelurahan Pangkalan Masyhur

Kecamatan Medan Johor maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Pangkalan
Masyhur Kecamatan Medan Johor Tahun 2018 s/d 2022 belum bisa
mencapai target yang ditetapkan. Rata-rata realisasi pembayarannya
hanya mencapai 39,5%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan mencapai 46,06%, pada tahun 2019 sebesar
44,19%, pada tahun 2020 sebesar 6,71%, pada tahun 2021 sebesar
47,35%, dan pada tahun 2022 sebesar 53,19%. Dari hasil setiap tahunnya
realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak pernah mencapai
target.

2. Kurangnya pengetahuan dan ketidaksadaran masyarakat menjadi salah
satu penyebab kurang maksimalnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan di Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor.

5.2 Saran
Peneliti menyarankan kepada pihak Kelurahan dan aparatnya agar
mengupayakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat ditingkatkan

lagi, antara lain:
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1. Kelurahan dan aparatnya hendaknya melakukan sosialisasi tentang
Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak agar wajib pajak
mengetahui dan melakukan pembayaran atas Pajak Bumi dan
Bangunan.

2. Pemerintah Daerah dapat menambah lagi center pelayanan yang dapat
memudahkan serta membantu wajib pajak dalam melakukan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan dari wajib pajak, hal ini untuk menghindari wajib
pajak mempunyai sikap malas untuk membayar pajak karena pelayanan

yang kurang baik dari petugas pajak.
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